
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH  PROVINSI JAWA TENGAH  

NOMOR   5   TAHUN 2007  

TENTANG 

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya 

penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan bidang lingkungan 

hidup yang baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 

Provinsi Jawa Tengah 

b. bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan telah 

menurunkan kuajitas lingkungan hidup yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, 

maka diperlukan upaya pengendalian lingkungan hidup; 

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di provinsi Daerah Tingkat 

I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah; 

  

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan  Pokok  Pertambangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 283) 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara   

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1981  

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3274); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Nomor3419); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3470); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3480); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3699); 

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nojmor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu005.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu005.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu005.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu014.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu041.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu007.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu018.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu031.doc


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548); 

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, 68, 

Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516) 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  1995 tentang Perlindungan 

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3645); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3721); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan 

Suaka Alam.dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaron Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3303); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3802); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor   31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

1999 tentang Pengeiolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3910); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan Atau Perusakan Laut (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tnmbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3853); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga 

Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di 

Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3982); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4153); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung;  

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan 

Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / 

Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah 

III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, 

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan 

Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal 

Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa- 

Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan 

Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan 

Kepegawaian Daerah, Badan Perdidikan dan Pelatihan, Badan 

Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan 
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